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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transgadan akuntabilitas dalam
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja DeB8D@s) pada Desa
Banjaranyar Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.bS#ib®esa Banjaranyar
Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes setiap tahunnggafan Pendapatan dan
Belanja Desa selalu meningkat. Data yang digundktam penelitian ini diperoleh
dari pengumpulan data dan dilakukan dengan pengantahgsung di lapangan
dengan wawancara. Teknik analisis data yang digamd&lam penelitian ini adalah
analisis diskriptif kualitatif. Teknik wawancarad thlakukan secara langsung dengan
Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawdata dan Masyarakat Desa
yang ada di Desa Banjaranyar Kecamatan Brebes latdrupBrebes. Hasil penelitian
ini menunjukan bahwa Desa Banjaranyar telah mekkukransparasi dan
akuntabilitas dalam Anggaran Pendapatan dan Bela@ga tahun anggaran 2020.
Secara keseluruhan transparasi dan akuntabilitBesk Banjaranyar sudah sesuai
ketentuan dan sudah berjalan baik dan lancar kadlelam pelaksanaan sudah
mengikuti aturan dan kebijakan yang ada.

Kata kunci: Transparasi, Akuntabilitas, Anggaran PendapatarBaddanja Desa.



Abstract

This study aimed to determine the transparency aadountability in the
implementation of the Village Revenue and ExpemditBudget (APBDes) in
Banjaranyar Village, Brebes District, Brebes Regertis because the Village
Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Banjama Village, Brebes
District, Brebes Regency, always increases eveay. yihe data used in this study
were obtained from data collection and carriedyudlirect observation in the field
with interviews. The data analysis technique usethis research was descriptive
qualitative analysis. This interview technique wasried out directly with the
Village Head, Village Secretary, Village Consukati Body, and Village
Communities in Banjaranyar Village, Brebes Disirigtebes Regency. The results
of this study showed that Banjaranyar Village hasied out the transparency and
accountability toward the Village Revenue and Exjieme Budget for the 2020
fiscal year. Overall, the transparency and accduilitiain Banjaranyar Village is in
accordance with the provisions as it has been ngnmell and smoothly because the
implementation has followed the existing rules poticies.

Keywords: Transparency, Accountability, Village Revenue aRapenditure
Budget.

Xi
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BAB |
PENDAHULUAN

L atar Belakang

Otonomi daerah menuntut tiap-tiap daerah untuk maddlam
mengatur pemerintahannya, tak terkecuali PemeriDega. Implementasi
otonomi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintatesa untuk
mengurus, mengatur dan menyelenggarakan daerabgsyai sspirasi dan
kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bergaradengan tatanan
hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangkaujudkan hal
tersebut, pengelolaan keuangan dan aset desadhaujsdkan berdasarkan
asas otonom. Dengan demikian adanya pemberian kexyan Pengelolaan
Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Menteri DatgerNNomor 113
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa d#ashekan Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan iganatan Aset Desa,
seharusnya Keuangan Desa dikelola berdasarkanasaastransparan,
akuntabel, partisipatif serta dilakukan denganketan disiplin anggaran
mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahpataporan,
pertanggungjawaban, pembinaan maupun pengawasaiméh. 2017,

Penyelenggaraan pemerintahan desa harus menerapikesp-
prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik. Komponennya
keterbukaan atau transparansi dan unsur pertangguadgan atau
akuntabilitas. Relandani, Dkk (2020Yransparansi dan akuntabilitas yang
di maksud di atas jelas dalam Undang-Undang Nbut2014 tentang desa
pasal 24 pada poin d dan g dan Peraturan meniarndzegeri Republik
Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengel&aaangan desa pasal
2 ayat 1 Keuangan desa dikelola berdasarkan asasisansparan,
akuntabel, partisipatif serta dilakukan denganketan disiplin anggaran.

Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan APBDeggan dari
proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanpelaksanaan,

penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengayasgrbenar-benar



dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepaasyarakat terkait
dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagan leahluasi tahun
berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak ukntmengetahui
pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuettémgungjawaban
atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelatammdan desa tersebut.
(Mokalu, Dkk. 20183,

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-UndangoNém
Tahun 2014 tentang desa, yakni penatausahaan lkeuaegerintah desa
terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Bé&gamenjadi kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yaegnvenang untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat satdregerta urusan
pemerintahan berdasarkan prakarsa, asal-usul ddnsdddat masyarakat
setempat serta hak tradisional yang diakui danrdiat dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesi&R{NK

Pada saat ini problematika transparansi dan akilitaabdalam
pelaksanaan pengelolaan APBDesa sudah menjadi apmrsdbaru.
kurangnya keterbukaan pemerintah desa dalam peagelcAPBDesa,
banyaknya kebijakan-kebijakan yang telah dibuah glemerintah desa
tidak banyak diketahui oleh masyarakat (Sangki, &kKi6¥. Sedangkan
pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsapsparansi dan
akuntabilitas dilakukan pada level pemerintah desaagai konsekuensi
otonomi desa.

Pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsimtakilitas
dilakukan pada tingkatan pemerintahan desa sekagaekuensi otonomi
desa. Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkemampuan
pemerintah desa untuk mempertanggung jawabkan tkegigyang
dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pemibang dan
pemerintahan desa. Pertanggung jawaban yang dichak®snyangkut
masalah finansial yang terdapat dalam APBDes deDgaa Desa sebagai
salah satu komponen didalamnya.



Prinsip transparansi memiliki 2 aspek, yaitu (1jnkmikasi publik
oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadagesaknformasi.
Sedangkan prinsip akuntabilitas menuntut dua hali y&) kemampuan
menjawab gnswerability), dan (2) konsekuensignsequences) (Faridah &
Suryono, 2015) Komponen pertama (istilan yang bermula dari
responsibilitas) adalah berhubungan dengan tunhagnpara aparat untuk
menjawab secara periodik setiap pertanyaan-peranyang berhubungan
dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mdekana
sumber daya telah dipergunakan dan apa yang tekdpal dengan
menggunakan sumber daya tersebut (Faridah & Surg®i&§. Fenomena
ini memang sering terjadi dalam lingkup transparpesgelolaan keuangan
dikarenakan juga banyak masyarakat yang tidak rkauterlibat dalam
proses penyelenggaraan pengelolaan keuangan yandSadgki, dkk,
2016Y.

Dana desa seperti kita ketahui dana yang bersudaneAnggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkginCessa dan Desa
Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penggharan
pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan nalesya dan
kemasyarakatan. (Berdasarkan Undang-Undang No énT2014). Fokus
penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pahaplementasi
pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gggasanisiatornya.
Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan menggarogram
pemerintah yang dulunya disebut PNPM, namun debgdakunya Dana
Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pisalg aintuk
menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengamgmegrogram yang

sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangueaahdari (2015)

Berkaitan Transparansi dan Akuntabilitas pengefolAaggaran
dan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), tentinigia lepas dari

kemampuan pemerintah desa untuk mengelola APBDBesiskebutuhan.



Hal ini merupakan salah satu bentuk desentralgasa mendorongood
governance, karena mendekatkan Negara ke masyarakat danigaekal
meningkatkan partisipasi masyarakat, yang akhirng@endorong
akuntabilitas, transparansi dan responsivitas petbr Kemampuan
pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes juga aebagntuk
desentralisasi untuk mendoromgod governance. Akuntabilitas adalah
kewajiban organisasi untuk memberikan pertangguwegjan atau
menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakagosssy/pemimpin
suatu unit organisasi kepada pihak yang melmibiki stau yang berwenang
meminta pertanggungjawaban. Dalam akuntabilitdsatetung kewajiban
untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatama®a dalam bidang
administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggledia
pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas apathporan
pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup sk kemudahan
pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baigdang maupun tidak
langsung secara lisan maupun tulisan, sehinggaailitas dapat tumbuh
pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan aebagdasan
pertanggungjawaban. Mokalu (2018)

Keberadaan transparansi dan akuntabilitas terkarigg@olaan
APBDes yang ada di Desa Banjaranyar Kecamatan Br&ladupaten
Brebes masih tidak terlepas dari adanya kemampaenperangkat desa
dan peran aktif dari berbagai kalangan yang adekidss desa banjaranyar
yang masih sangat membutuhkan pendampingan tegeagelolaan
APBDes, hal ini terlihat dari adanya ketidakterlbarkgpemerintah desa
dalam pengelolaan APBDesa, dan beberapa kebijaddaijekan yang ada
di pemerintah desa sehingga tidak banyak diketallebi masyarakat.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, malkeadiang perlu

melakukan penelitian yang dituangkan dalam judulANSPARANSI
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DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) (Studi Kasufesa

Banjaranyar Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes)

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, makmsan masalah
pada penelitian ini adalah Bagaimana Transparam@si Bkuntabilitas
Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belagga DQAPBDes)
(Studi Kasus: Desa Banjaranyar Kecamatan Brebespéabn Brebes)?

Batasan Masalah

Permasalahan yang akan dibatasi dalam penyuswemesiiti@an ini
tentang transparansi dan akuntabilitas anggaradapatan dan belanja
(APBDesa) pada Perangkat Desa dan Ketua BPD (Helemusyawaratan
Desa), Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK), WargaeDBanjaranyar

Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes yang menjadasasari program.

Tujuan Pendlitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikaentang
Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaagganan Pendapatan
Dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Kasus: Desa Bamyar Kecamatan
Brebes Kabupaten Brebes).

Manfaat Penelitian
Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dari p@nehi, yaitu:
1. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapahberikan manfaat

sebagai bahan bacaan terutama dalam hal transpadams



akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendamianbelanja
desa (APBDes) bagi para perangkat desa di desa Ezgaranyar
Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapgtddian masukan
untuk menentukan kebijakan dalam upaya pengelotermygaran
pendapatan dan belanja desa (APBDes) dalam hapaean dan

akuntabilitasnya.



BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

2.2

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tal2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 20 meajeldsihwa
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutisgdbui APBDes,
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Mesarut Sumpeno
(2011) APBDes merupakan suatu rencana keuanganmaahdesa yang
ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengapdakiraan sumber
pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhaogrgm
pembangunan desa yang bersangkutan. Dari bebeempelgsan di atas
dapat dijelaskan bahwa APBDes adalah suatu ranc&agengan tahunan
pemerintah desa yang berisi prakiraan pendapattamjb dan pembiayaan
desa, disusun dan diajukan oleh Kepala Desa, dslibh Pemerintah Desa
(Kepala Desa dan jajarannya), Badan Perwakilan D@&D) dan
perwakilan komponen masyarakat desa (RT/RW, tokialt, #okoh agama,
tokoh masyarakat dan sebagainya) melalui forum awagah desa dan
ditetapkan dalam Peraturan Desa (Perdes) yang died@gsar dalam
pembangunan desa. APBDes terdiri dari tahap pemaaca pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawalaangp Dkk (2019).

Konsep Transparans

Transparansi adalah suatu proses keterbukaan atarppngelolah
manajemen, utamanya manajemen publik, untuk menoinaakses dalam
proses pengelolahan sehingga arus informasi kdhramasuk berimbang.
Jadi, dalam proses tranparansi informasi tidak &adipberikan oleh
pengelolahan manajemen publik tapi masyarakat nienfibk untuk
memperoleh informasi yang menyangkut kepentingdntippu

Menurut Meijer (2013 Transparansi mengandung unsur

pengungkapan dan penyediaan informasi yang merdadanudah diakses



2.3

oleh pemangku kepentingan. Hal ini berarti orgamis@arus mengambil
inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalkamgydisyaratkan oleh
peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal ypegting untuk
pengambilan keputusan oleh setiap pemangku kegeamtin

Menurut Meijer (2013%) juga mendefinisikan transparansi sebagai
konsep yang luas yang dikaitkan dengan ketersediaarakses informasi
dan manfaatnya oleh masyarakat dan pemangku kegenti Hal ini
merujuk pada ketersediaan informasi tentang organgemerintahan yang
memungkinkan masyarakat dan pelaku eksternal lailngngawasi dan
mengakses pekerjaan internal dan kinerja dari esganpublik. Terdapat
tiga definisi tranparansi yang diamati dalam seboadanisasi, yaitu
transparansi adalah sesuatu yang dipahami sebkgaiabilitas hukum
dalam merespon persyaratan perundang-undangarsparanmsi adalah
sesuatu yang dipahami sebagai stratejik atau ahlitda mimetik yang
diperlukan untuk mempertahankan kepercayaan yankpitedengan
lingkungannya, serta transparansi adalah tindakaakpf yang dipahami
sebagai bagian dari kolaborasi antara manajememgadempemangku
kepentingan.

Konsep Akuntabilitas

Semakin meningkatnya tuntutan rakyat terhadap penggaraan
pemerintahan yang baikdod governance) di Indonesia, telah mendorong
penerapargood governance di semua level pemerintahan. Syarat-syarat
bagi terciptanyagood governance adalah adanya transparansi dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan patifdgagi masyarakat
dan akuntabilitas (Waluyo, 2007 dalam Faridah damy&ho, 2015).
Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikantgreggungjawaban
atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindedsgorang/pimpinan
suatu unit organisasi kepada pihak yang memilikidtau yang berwenang
meminta pertanggungjawaban. Pemerintah wajib makdrernformasi

keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnyggaimereka dapat
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menilai pertanggungjawaban atas semua aktifitasg yaakukan.
Akuntabilitas merupakan wupaya pemerintah guna mé&d@n
penyelenggaraan negara kearah yang lebih baik ddregtandaskan good
governance (Astuty dan Fanida, 2045)

Manajemen Keuangan Daerah

Praktek pengelolaan keuangan daerah diawali depgarahaman
tentang anggaran daerah. Menurut Waluyo (2007)nddfaridah dan
Suryono (2015) penggunaan sumber daya publik yang efektif dasiesfi
merupakan salah satu indikator keberhasilan petaéripusat maupun
daerah dalam mengelola keuangan otonomi daeralgabepengelolaan
sumber-sumber keuangan daerah yang efektif daierefisaka program-
program yang menunjang pelaksanaan otonomi dakasimaencapai suatu
keberhasilan. Pengelolaan keuangan daerah terstikebal dengan
manajemen keuangan daerah. Anggaran daerah merupakgan dari
manajemen keuangan daerah yang secara garis bleagr mhenjadi dua
bagian yaitu manajemen penerimaan daerah dan magrajpengeluaran
daerah.

Menurut Mardiasmo (2018) anggaran daerah atau APBD adalah
rencana kerja yang disusun pemerintah daerah daatk uang (rupiah)
untuk satu periode tertentu (satu tahun). Mardiasr(010}!
mengemukakan elemen manajemen keuangan daerah dypeidukan
untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah yangridigan untuk
mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut uotelipkuntabilitas,
value for money, kejujuran, transparansi dan pengendalian. Sédiagmpan
siklus anggaran daerah harus menerapkan prinsigiprkeuangan daerah.
Prinsip keuangan daeraah diperlukan agar prosesndsiklus anggaran
tidak mengalami penyimpangan. Hal ini sesuai dempg@sip-prinsipgood
governance yaitu transparansi dan akuntabilitas, yang artsstaap siklus
harus mampu memberikan keterbukaan dan pertangoualgan segala

keputusan yang dihasilkan. Siklus anggaran dimudairi proses



perencanaan, pengesahan, implementasi, pelaponaavdéuasi (Faridah
dan Suryono, 2018)
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3.2

3.3

BAB |11
METODE PENELITIAN
Lokas Pendlitian
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Banjaranyecdtnatan Brebes

Kabupaten Brebes Jawa Tengah.

Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksakan pada bulan Mei sameaigan Juli 2021.

Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian inisddal
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh atawndgulkan
langsung di Desa Banjaranyar Kecamatan Brebes kadnBrebes
Jawa Tengah. Data primer ini disebut juga dataagésli data baru. Data
primer yang diperoleh berupa hasil observasi dawamaara dengan
Desa Banjaranyar Kecamatan Brebes Kabupaten Bieles Tengah.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh sédatalangsung.
Data sekunder ini diperoleh dari catatan dan dokuyaeg ada di Desa
Banjaranyar Kecamatan Brebes Kabupaten BrebesTangah.

11



34

3.6

Metode Pengumpulan Data
Dalam proses penelitian penelitian ini untuk memleh data yang

diperlukan dalam penelitian ini, maka metode permuean data yang

digunakan adalah sebagai berikut:

a. Metode Dokumentasi
Metode dokumentasi yaitu mencari dan mengenai &ladtlau variabel
yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabajalah, prasasti,
notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto,2200Dalam
metode penelitian ini peneliti dapat memperoleh seEmgumpulkan
data yang ada pada Politeknik Harapan Bersama.

b. Observasi
Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh dan mengulkan data
dengan melakukan observasi secara langsung Petabgsa dan
Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Ketua Tengétola
Kegiatan (TPK), Warga Desa Banjaranyar Kecamataeb&y
Kabupaten Brebes Jawa Tengah.

c. Wawancara
Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh dan mengulkan data
dengan melakukan wawancara secara langsung Petdbgka dan
Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Ketua Tengétola
Kegiatan (TPK), Warga Desa Banjaranyar Kecamataeb&y

Kabupaten Brebes Jawa Tengah.

Teknik Analisis Data

Teknik Analisis yang digunakan dalam penelitiani igaitu
menggunakan penelitian deskriftif melalui pendahkat kualitatif
(Sugiyono, 2010). Analisis deskriptif kualitatif lden penelitian ini
memberikan ulasan yang diperoleh melalui obervasiveawancara kepada
Perangkat Desa dan Ketua BPD (Badan Permusyawadbstsa), Ketua

Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Warga Desa Banjarartfyacamatan

12



3.3

Brebes Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Penelitiareimganalisis tentang
transparan dan akuntabilitas dalam pengelolaan ARBDdi Desa

Banjaranyar Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.

Prosedur Penelitian
Prosedur dalam kerangka penelitian seperti tefibds Gambar 3.1

sebagai berikut:

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
(Studi Kasus: Desa Banjaranyar Kecamatan Brebeapé&bn Brebes)

¥

Pendekatan Deskriptif Kualitatif

Obyek Penelitian

Pengelolaan APBDesa dapat dilakukan secara Traarspan
Akuntabilitas

¥

Transparan dan akuntabilitas dalam Pengelolaan ranggendapatan da
belanja (APBDes) yang ada di Desa Banjaranyar KatamBrebes
Kabupaten Brebes dapat dilakukan secara baik

Gambar 3.1. Bagan Alir Penelitian
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BAB IV
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasl| Penelitian
4.1.1 Profil Desa Banjaranyar Kabupaten Brebes

Desa Banjaranyar Kabupaten Brebes merupakan satahDesa
dari 23 Desa lainnya di Kecamatan Brebes dengandaarah + 54 ha.
Desa Banjaranyar Kabupaten Brebes berjarak + 6 &m Idu Kota
Kabupaten Brebes dan berjarak + 4 km dari Kecantatanes. Sebagian
besar wilayah Desa Banjaranyar Kabupaten Brebesaradahan
pertanian. Dengan jumlah penduduk di Desa BanjaraKabupaten
Brebes adalah 8.131 jiwa. Sedangkan Jumlah kepdismriga adalah
2.623 KK.

4.1.2 Gambaran Umum Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDes) Desa Banjaranyar.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) hadala
instrumen penting yang sangat menentukan dalanmkaamgwujudkan
tata pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan pgyuban di tingkat
desa. Tata pemerintahan yang baik, diantaranyaudidlri proses
pengelolaan APBDes, dimulai dari proses penyusurmngga
pertanggungjawaban. Pemahaman akan setiap prosks ggduruh
tahapan pengelolaan APBDes akan memberikan ahadap model
penyelenggaraan pemerintahan Desa itu sendirintabti(2017)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai sdbkaimen
publik sudah seharusnya disusun dan dikelola berkias prinsip
partisipatif, transparan, dan akuntabel. Rakyagyaakekatnya sebagai
pemilik anggaran haruslah diajak bicara dari maaa berapa besar
Pendapatan Desa dan diajak bermusyawarah untuk/apg Desa di
belanjakan. Dengan demikian harapan tentang anggarey digunakan
untuk kesejahteraan rakyat benar-benar akan tedwuojan dapat
memberikan arti serta nilai bahwa tata kelola kegr@mahan desa

dijalankan dengan baik. Pihak-pihak yang terlibakach penyusunan
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APBDes adalah Pemerintah Desa (Kepala Desa damgkataDesa),
BPD, Perwakilan Warga (Tokoh Masyarakat, Unsur raprean, Unsur
warga Miskin, Organisasi Kemasyarakatan), Bupati&a

Adapun tahapan-tahapan dalam penyusunan APBdedadlidaui
tahapan: Perencanaan, Penyusunan, pelaksanaareldparan. Sesuai
dengan asas pengelolaannya, keuangan desa dikelolasarkan asas-
asas transparan, akuntabel, partisipatif, seré&uklan dengan tertib dan
disiplin anggaran.

4.1.3 Perencanaan Anggar an Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pgutagjgwaban
dari pemegang manajemen desa untuk memberikanmagrtentang
segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyalakgpemerintahan
atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan bengsna-rencana
program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam ARBBelah akan
terlihat apa yang akan dikerjakan oleh pemerintabaddalam satu
periode berjalan. Relandani (2020)

Desa Banjaranyar dalam merencakan APBDes terlebhuld
membentuk tim RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Dgmag meliputi
Pejabat Desa, Perangkat Desa, BPD, LPMD (Lembagdbé&rdayaan
Masyarakat Desa), Ketua RT, Ketua RW dan tokoh aragat (Karang
taruna, Ulama dll). Berikut ini adalah hasil wawaracdengan informan
melalui pertanyaan mengenai perencanaan diantaraRgéandani
(2020¥
1. Bagaimana Desa Banjaranyar melakukan perencanaeyelpan

APBDes?
“Perencanaan dimulai dari pembentukan Tim RKPDepéRKerja

Pemerintah Desa) kemudian membentuk MusyDus (Musisw

Dusun yang di hadiri oleh Pejabat dan perangkaaPBBD, Ketua

RT, Ketua RW dan Tokoh Masyarakat (Karang tarunkami,

Warga dll). Adanya musydus ini untuk menyerap aspimasyarakat

terkait program apa saja yang akan dianggarkammd@BBDes.
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Setelah adanya kesepakatan dalam insternal Mugjiuss/awarah
Dusun), maka usulan atau aspirasi di rekap datitdy@ng menjadi
program prioritas sesuai dengan anggarannya, kemusditelah itu
dilakukan MusyDes dengan masyarakat yang di dampieh
Konsultan untuk membuat DEDésain Engeenering) dan RAB (
Rencana Anggaran Belanja), konsultan ini selain me&rthDE dan
RAB juga mengawal pelaksanaan anggaran fisik, kénusetelah
RAB keluar yang telah di sesuaikan oleh konsultamkdian Desa
akan merekap RAB tahun berikutnya setelah selesatkap akan
dibahas pada pengesahan RKPDes, kemudian kegiedgetdn
yang sudah final kemudian dibuatkan APBDes, kemudiaahkan
bersama BPD dan LPM (lembaga pemberdayaan Masygraka
(Hasil wawancara dengan bapak Nanang selaku Sekré&asa
Banjaranyar, 21 Juni 2021)

. Apakah BPD Mengetahui tentang mekanisme perencahi@Bbes
Desa Banjaranyar?

“Pasti mengetahui bu, diawal penentuan TIM RKPD&DBkan
selalu dikutkan sampai nanti APBDes disahkan”

(Hasil wawancara dengan bapak Drs. H. Dulali sek&tua BPD
Desa Banjaranyar, 21 Juni 2021)

. Apakah bapak sebagai ketua RT dan perwakilan magyar
diikutsertakan dalam merencakan APBDes Desa Bamyjjara
“diikutseertakan mbak, mulai dari awal adanya mgsgampai
dengan APBdes tersebut disahkan”

(Hasil wawancara dengan bapak Supardi selaku K&uad
Banjaranyar, 21 Juni 2021)
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4.1.4 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desajsp@an

ini merupakan langkah dalam pelaksanaan APBDegan&ani (2020)

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan informmaalui pertanyaan

mengenai penyusunan APBDes diantaranya:

1. Bagaimana proses penyusunan APBDes Desa BanjaPanyar
“Setelah desa menerima pagu dari Kabupaten, maka dkan
mengurangi kegiatan-kegiatan pembinaan dan pemjzada
kemudian sisanya untuk kegiatan fisik semuanyaltsdiantukan
dengan juklak juknis yang sudah ditentukan darapbs, tentunya
alur penyusunannya seperti melalui MusyDus kemudidrahas di
MusyDes. Dalam hal ini untuk kegiatan-kegiatarkfisiaupun non
fisik sudah ditentukan oleh pusat sehingga Desyehaebagai
pelaksana kegiatan yang sudah menjadi prioritasg ysundah
disahkan dalam APBDes”

(Hasil wawancara dengan bapak Nanang selaku Sekré&asa
Banjaranyar, 21 Juni 2021)

2. Penyusunan APBDes sekretaris dibantu oleh siapa?
“Sekretaris dibantu tim RKPDes, TPK, konsultan pggut
membantu juga sih mba, PTPKPD (Pelaksana Teknilgdtela
Keuangan Pemerintah Desa) dan satu lagi bu opSEB&EUDES”
(Hasil wawancara dengan bapak Nanang selaku Sekré&asa
Banjaranyar, 21 Juni 2021)

3. Peraturan dan kebijakan apa saja yang digunakamdalenyusun
APBDes Desa Banjaranyar?

“Pasti ada bu, ada UU No. 6 Tahun 2014, PP Rl 8d.ahun 2014,
PP nomor 60 Tahun 2014, Permendagri Nomor 114 N@dd4,
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Peraturan mend&sa,
daerah tertinggi, dan transmigrasi republic Ind@nesmor 19
Tahun 2017, Peraturan gumernur jawa tengah NomorThRhun
2019, Peraturan daerah kabupaten brebes nomor HinT2017,
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4.

perautran bupati brebes Nomor 100 Tahun 2016fyrarabupati
brebes nomor 004 tahun 2019, peraturan bupatebrebmor 001
tahun 2017, peraturan desa banjaranyar nomor Q&nt2019,
peraturan desa banjaranyar nomor 01 tahun 2019”.

(Hasil wawancara dengan bapak Nanang selaku Sekr&asa
Banjaranyar, 21 Juni 2021)

Apa dasar penyusunan APBDes?

“ya ada banyak bu tentunya, seperti ada UU Nialtun 2014, PP
RI no. 43 Tahun 2014, PP nomor 60 Tahun 2014, @wilagri
Nomor 114 Nomor 2014, Permendagri Nomor 113 Tahdi42
Peraturan menteri desa, daerah tertinggi, dannrignasi republic
Indonesia nomor 19 Tahun 2017, Peraturan gumeawa jengah
Nomor 117 Tahun 2019, Peraturan daerah kabupatée$€mnomor
11 Tahun 2017, perautran bupati brebes Nomor Hdui 2016,
peraturan bupati brebes nomor 004 tahun 2019, tysarebupati
brebes nomor 001 tahun 2017, peraturan desa bayganaomor 05
tahun 2019, peraturan desa banjaranyar nomor O 2®19".
(Hasil wawancara dengan bapak H. Saripin selakualéepesa
Banjaranyar, 21 Juni 2021)

Bagaimana Pertanggungjawaban APBDes Desa Banjafanya
“Pertanggungjawabannya kita kan selain melaporlekaliupaten
kita melaporkan ke BPD, setelah jadi APBDesnya kitetkan
banner APBDes Transparansi APBDes tahun berjalata gaaat
akhir tahun laporan realisasi pelaksanaan APBDesitialu”.
(Hasil wawancara dengan bapak Nanang selaku Sekré&asa
Banjaranyar, 21 Juni 2021)
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4.1.5 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Pelaksanaan anggaran atau realisasi merupakanatatkap tiga
untuk menyusun APBDes.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan informmaalui pertanyaan

mengenai pelaksanaan APBDes diantaranya:

1. Bagaimana pelaksanaan pembangunan desa setalairaemn@ana?
“Desa melakukan penyaluran dana desa ke kabupke¢emidian
setelah dana sudah masuk kas rekenging desa, lesal ldsa
mencairkan dana nya bu lewat proposal dana penogiacbu”.
(Hasil wawancara dengan bapak Nanang selaku Sekré&asa
Banjaranyar, 6 Juli 2021)

2. Pelaksanaan pembangunan kepala desa dibantu apet? si
“Kepala desa dibantu oleh TPK (Tim Pelaksana Kegigbu”.
(Hasil wawancara dengan bapak Nanang selaku Sekré&asa
Banjaranyar, 6 Juli 2021)

3. Apakah BPD ikut berperan dalam pelaksanaan program?

“ikut berperan pada saat MusyDes, dari mulai mermacara itukan
BPD sama artinya sebagai pengawas bu”.

(Hasil wawancara dengan bapak Nanang selaku Sekré&asa
Banjaranyar, 6 Juli 2021)

4. Setelah adanya perbaikan insfrastruktur menurwbdpmpak yang
dirasakan seperti apa?

“dampaknya banyak bu. Sanitasi semakin baik, baejinakin bisa
dikendalikan, masyarakat semakin sehat jika béanjirs masyarakat
kan ga sehat, dengan pembangunan jalan memudadikanakses
transportasi kalau dipertanian bisa menghematlpayduksi pasca
panen”.

(Hasil wawancara dengan bapak Nanang selaku Sekré&asa

Banjaranyar, 6 Juli 2021)
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4.1.6 Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Pelaporan anggaran atau realisasi merupakan tatkapdnuntuk

menyusun APBDes. Berikut ini adalah hasil wawancdengan

informan melalui pertanyaan mengenai pelapoarand3Rliantaranya:

Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah Desa Baggar kepada

masyarakat dan otoritas yang lebih tinggi?

“otoritas paling tinggi adalah kabupaten kita meatbuaporan

pertanggungjawaban melalui LPJ bu”.

(Hasil wawancara dengan bapak Nanang selaku Sekrefesa

Banjaranyar, 26 Juli 2021)

4.1.7 Tranparansi Publik
Keterbukaan publik dapat disebut juga dengan temasp Dimana
semua kegiatan APBDesa yang meliputi pendapatamjbe program-
program beserta kegiatan yang sudah terealisapiublikasikan ke
masyarakat luas. Berikut ini adalah hasil wawancemagan informan
melalui pertanyaan mengenai transparansi publiktdianya:
Bagaimana bentuk transparansi dalam pengelolaa ABFBng ada di
Desa Banjaranyar?
“kita buatkan banner transparansi APBDes dan didamaprasasti serta
papan proyek disetiap kegiatan fisik bu”.
(Hasil wawancara dengan bapak Nanang selaku Sekrefesa
Banjaranyar, 26 Juli 2021)
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4.1.8 Hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDes)
Penyusunan APBDes tidak dipungkiri desa mengalandé&-kendala
yang yang sering dihadapi baik oleh kalangan desgpumm oleh semua
kalangan yang terkait. Berikut ini adalah hasil wawsara dengan
informan melalui pertanyaan mengenai hambatan daelaksanaan
pengelolaan APBDes diantaranya:
1. Adakah kendala yang dihadapi oleh pemerintah deslamd
melakukan pertanggungjawaban APBDes?
“kendala yang dihadapi keterbatasan SDM karenatamipekerjaan
harus mengandalkan teknologi”.
(Hasil wawancara dengan bapak Nanang selaku @ekrddesa
Banjaranyar, 26 Juli 2021)
2. Adakah kendala yang dihadapi oleh pemerintah desiand
melakukan transparansi APBDes?
“kendala dari pemerintah desa yaitu ada aturan ktntuan baru
dari pusat yang harus diterapkan pada saat pelaiks#&PBDes pada
tahun berjalan bu”
(Hasil wawancara dengan bapak Nanang selaku Sekré&asa
Banjaranyar, 26 Juli 2021)
3. Apakah terdapat keluhan-keluhan dari masyarakatarigndana
desa?
“kendala dari masyarakat ya paling kalau APBDekalieprogram
fisik maupun non fisik dapat diselesaikan dengaksinaal”
(Hasil wawancara dengan bapak Nanang selaku Sekré&asa
Banjaranyar, 26 Juli 2021)
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4.2 Pembahasan
a) Mekanismpe penyusunan Anggaran pendapatan dan jdelan

APBDes.

Mekanisme dalam penyusunan APBDes pada Desa Baygara

melalui 4 tahapan yang sudah disampaikan pada Wwasiancara

dengan beberapa informan yang ada di Desa Bangraraitu

diantaranya tahap perencanaan, tahap penyusunamgp ta

pelaksanaan dan tahap pelaporan.

1. Perencanaan APBDes
Pada tahap perencanaan APBDes yang ada di Desar&8a/gr,
langkah pertama yang dilakukan adalah melakukannpesan
Tim RKPDes sebagai wadah dimana membentuk Musyawara
Dusun yang bertujuan menampung beberapa aspirasi da
masayarakat yang ada di tingkat dusun yang dihalein pejabat
Desa, BPD, LPMD, Ketua RT, Ketua RW dan Tokoh Magta
(Karang taruna, Ulama dll) terlebih dahulu, jikdetgh usulan
atau aspirasi masyarakat di tingkat dusun suddisdsun maka
akan disampaikan melalui forum MusyDes (Musyawdbaka)
sebagai langkah selanjutnya yang dilakukan dalamnpganaan
penyusunan APBDes untuk menetapkan dan mengesahkan
APBDes yang didampingi oleh konsultan yang bertujuatuk
mengawal setiap pembangunan fisik.

Transparansi dan akuntabilitas untuk perencanaan
penyusunan APBDes terlihat dari adanya keterlibguejabat
pemerintah desa, BPD, LPMD, dan tokoh masyarakag ykeut
serta dalam penyusunan APBDes. Hal ini juga sedeagan

dasar dan aturan yang ada pada Permendagri Nodatlgh214.
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2. Penyusunan APBDes.

Penyusunan APBDes yang dilakukan oleh Desa Barjaran
disesuaikan dengan pagu dan atura-aturan yang sddabaik di
tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah madptingkat
pemerintah desa sendiri. Penyusunan APBDes ini juga
melibatkan pihak-pihak terkait selain sekretarisadguga ada
pihak lain yang terlibat diantaranya ada pejalvagdi desa yaitu
Kepala Desa dan BPD.

Permendagri No 113 tahun 2014 Pasal 5 Ayat 2 Tgntan
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang isinyanten
Sekretaris desa selaku koordinator pelaksanaan istekn
pengelolaan keuangan desa sebagai mana dimaksadhyaidl
yang memiliki tugas: Menyusun dan melaksanakan j&edon
pengelolaan APBDes, Menyusun Rancangan Peratur@aa De
tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertangyuaiggn
pelaksanaan APBDesa, Melakukan pengendalian tgshada
pelaksanaan kegiatan ditetapkan dalam APBDesa, h4eny
pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan ARBDes
Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaaan
pengeluaran APBDesa, Pelaksanaan Anggaran Pendajsia
Belanja Desa. Relandani (2020)

3. Pelaksanaan APBDes

Pelaksanaan program maupun kebijakan membutuhkan
komitmen dan keseriusan yang harus dimiliki pataksana atau
implementor kebijakan. Komitmen dibutuhkan agariagpet
kegiatan tersebut dapat berjalan berdasarkanjuttéak juknis
maupun peraturan yang sudah ditetapkan. Sari (2015)
Pelaksanaan APBDes di Desa Banjaranyar sesuai rlgraggu
yang telah diberikan, hal ini berarti dana yangeatima oleh

pemerintah desa terkait pelaksanakan APBDes ditaksa pada
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4 bidang diantaranya Bidang Penyelenggaraan Petaefresa,
Bidang Pelaksana Pembangunan Desa, Bidang Pembarday
Kemasyarakatan, Bidang Penanggulangan Bencana,dd&an
Mendesak Desa.

Transparansi dari proses pelaksanaan penyusunaD&s?B
terlihat dari adanya banner, prasasti dan papannvasi tentang
kegiatan fisik maupun no fisik. Akuntabilitas pedakaan
program kegiatan APBDesa, telah di rasakan seeargsling
bagi masyarakat desa hal ini pun sama halnya deagaan
Permendagri sebagai berikut: Permendagri No 1137 a014
pasal 26 ayat 2 tentang Pelaksanaan yang berbangefuaran
desa yang dimaksud pada ayat 2 tidak termasuk welanja
pegawai yang bersifat mengikat dan operasional goéokan
yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.

. Pelapoaran APBDes

Pelapoaran APBDes dilakukan dengan membuat laporan
pertanggungjawaban oleh pemerintah desa. Dalanminsgsuai
dengan aturan Permendagri sebagai berikut: Perrgemia113
Tahun 2014 pasal 37 ayat 1 tentang pelaporan bgrkapala
desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaamad&ep
Bupati/walikota. Hal ini sebanding dengan Permendsdg 113
Tahun 2014 pasal 38 ayat 1 yang berbunyi kepala des
menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/walikota sekiaip @hun
anggaran. Permendagri No 113 Tahun 2014 pasal 4t lay
berbunyi laporan realisasi dan laporan pertangguvegpan
realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaledach
pasal 38 ayat 1 disampaikan kepada Bupati/ Walikottalui
Camat. Relandani (2020)
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b) Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas APBDes
Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaaDRBada
desa banjaranyar sudah terlihat dari adanya bedbéegpatan atau
program-program fisik maupun non fisik yang sudadpaht
terlaksana dengan maksimal, adapun transpransi jaga
disampaikan melalui informasi pemasangan bannasagti dan
papan infomasi kegiatan, serta keikutsertaan makgardalam
penyusunan APBDes ini. Masyarakat yang ada di Basgaranyar
juga sudah merasakan adanya setiap program-progragisudah
di lakukan, dari sisi pendidikan, kesehatan darejlbseraan pada
satu tahun berjalan, karena transparansi dan dklitats ini

merupakan salah satu dari prinsip dari ABPDesa.

c) Kendala yang dihadapi pada saat penyusunan APBDes
Kendala yang dihadapi dalam transparansi dan ailitda
penyusunan APBDes di desa Banjaranyar ini masiheman

kendala yaitu terkait sumber daya manusia atau §ai belum

mumpuni dalam bidang teknologi yang dapat mensuport

pelaksanaan penyusunan kinerja yang ada di pemeridésa,
adanya peraturan atau kebijakan yang turun padsadas berjalan
sehingg harus membuat rencana ulang yang haretedagkan oleh
pihak pemerintah desa.

Pemerintah desa banjaranyar walaupun memiliki Kanto#ak
menutup kemungkinan dalam setiap penyusunan meRanis
APBDes selalu mengikuti perkembangangan dan atwaamg
berlaku dari pemerintah pusat mapun pemerintahatiad#al ini
terlihat dari adanya transparansi dan akuntabib&tgap program
atau kegiatan yang sudah berjalan dengan maksimalesa

banjaranyar.
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d) Perbandingan penerapan pengelolaan penyusunan AHBEa

terlihat pada table sebagai berikut:

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Banjaranyar dengan Permendagri Nomor 113 Tahun.2014
Adapun Perbandingan penerapan pengelolaan penyusitiaDes
Desa Banjaranyar dengan Permendagri Nomor 113 Talad

Tabel 4.1: Perbandingan pengelolaan penyusunan ABRBEngan

No. | Item Desa Banjaranyar K ecamatan Penerapannya
Brebes Kabupaten Brebes

1 Azas  pengelolaanAzas pengelolaan di desa banjarany@esuai

keuangan desa kecamatan brebes kabupaten bregbes
telah menggunakan asas-asas
transparansi, akuntabel dan
partisipasi hal ini dibuktikan dengan
adanya banner, prasasti dan papan
nama kegiatan serta beberapa
kegiatan yang sudah terlaksana sesuai
dengan jangka waktu kegiatan yang
terhitung januari awal tahun.

2 Kekuasaaan Kekuasaaan pengelolaan keuang&esuai
pengelolaan desa di desa banjaranyar sepenuhnya
keuangan desa dalah kuasa kepala desa yang dibantu

oleh sekretaris desa, kepala seksi dan
bendahara.

3 Pengelolaan BagianDesa Banjaranyar Kecamatan Breb&esuai
Perencanaan, Kabupaten Brebes melakukan
pelaksanaan,
penatausahaan, mekanisme penyusunan APBDes
pelaporan daf

pertanggungjawabat

1da|am 4 tahapan diantaranya adg
tahap perencanaan,
penyusunan, tahap pelaksanaan

tahap pelaporan.

ah

tahap

dan

Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
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4.3 Luaran yang di capai
Luaran penelitian yang dicapai dalam penelitiaraghalah publikasi pada
jurnal kajian akuntansi Universitas Swadaya GunaingjSinta 2

http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/jka
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BABV
KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan bahwangeakn
tentang transparansi dan akuntabilitas pengelotearyusunan APBDes
Desa Banjaranyar yaitu Desa Banjaranyar melakukagkamsme
penyusunan APBDes dalam 4 tahapan diantaranya hadthap
perencanaan, tahap penyusunan, tahap pelaksanaaahd@ pelaporan.
Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pengmnsé®BDes Desa
Banjaranyar sudah sesuai dengan peraturan-peratangndiberikan baik
dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerahspasansi penyusunan
APBDes dibuktikan dengan adanya pemasangan barasasti dan papan
kegiatan. Serta akuntabilitas dari masayarakaatepkogam dan kegiatan
yang sudah banyak terealisasi dengan baik di thhtjalan.

Kendala yang dihadapi pada sat penyusunan dan Iptaye
APBDes diantaranya masih ada beberapa SDM yangnbelumpuni di
bidang teknologi sehingga kurang untuk mensuparitsita keilmuan yang
ada dipemerintah desa banjaranya serta kebijakaratl@an yang turun
secara tiba-tiba yang membuat pemerintah desa haersgygunakan
rencana lain untuk pelaksanaan APBDesnya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telas dibahatngnTransparansi dan
Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dafania Desa
(APBDes) TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes) (Studi Kasus: Desa Banjaranyar Kecamatatbhd® Kabupaten
Brebes) di Desa Banjaranyar Kecamatan Brebes Kédufrebes, maka

saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1. Bagi Pemerintah Desa.

a. Meningkatkan kembali SDM yang ada di Desa Banjaaabygik dari
kedisiplinan tenaga administrasi maupun dari pé@anglesanya
sebagai salah satu penunjang dsuport dalam pengelolaan
penyusunan APBDes, hal ini diharapkan dapat melagbaisnologi
informasi yang mumpuni seiring perkembangan tekgiogaat ini
yang semakin pesat.

b. Mampu mempertahankan prinsip-prinsip  transparansan d
akuntabilitas dalam  Pengelolaan APBDes yang telah
diimplementasikan kepada masyarakat agar dapaksara dengan
baik.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya. Penulis mengharapkanukunpenelitian
selanjutnya agar lebih banyak menambah referemsodgek penelitian,
hal ini untuk memudahkan dalam memperoleh datahdait yang lebih
baik.

29



DAFTAR PUSTAKA

[1] Hotimah, Hosnol. 2017. TRANSPARANSI DAN AKUNTRILITAS
PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES). Universitas
Muhammadiyah Jember.

[2] Relandani, Aci. Rohman, Fatchur. 2020. TRARMBRANSI DAN
AKUNTABILITAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (Studi Kasus di Desa Ngasem Kecam&aiealit
Kabupaten Jepara). Jurnal Dinamika ekonomi dani®isty (01)
April 2020, 75-90

[3] Mokalu, Ersi Erlita. Gosal, Roony. Sampe, Stefs 2018. TRANSPARANSI
DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SINSINGON
KECAMATAN PASSI TIMUR KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW. Jurnal Jurusan llmu Pemerintahan Voldnido. 1
Tahun 2018 Fakultas IlImu Sosial dan Politik Unittass Sam
Ratulangi.

[4] Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (8)1PENERAPAN PRINSIP
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA. Jurnal Akuntansi.

[5] Faridah, & Suryono, B. (2015). TRANSPARANSAN AKUNTABILITAS
PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES). Jurnal lImu &
Riset Akuntansi Vol 4 No. 5 .

[6] Sari, Retho Murni. 2015. AKUNTABILITAS PENGELOAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA
BENDOSARI KECAMATAN NGANTRU KABUPATEN
TULUNGAGUNG. Jurnal Kompilek Vol. 7 No. 2 Desem!#015.

[7] Somantri, Yeni Fitriani. Nanda2, Ulfa Luthfi2019. AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDES) KECAMATAN SUKAHENING KABUPATEN
TASIKMALAYA. EkoPreneur Vol. 1, No. 1, Des 2019.

30



[8]

[9]

Meijer, A.D., J.L. Heitman, J.G. White, andER Austin. 2013. Measuring

Erosion in Long Term Tillage Plots Using Groundss&a Lidar.
Journal Soil and Erosion. Vol. 126 : 1 — 10

Faridah dan Suryono, Bambang. (2015). TRANSPARBA DAN

AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM

PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDES). JURNAL ILMU DAN RISET AKUNTANSI.
Surabaya: Sekolah Tinggi llmu Ekonomi Indonesia IESTA)
Surabaya.

[10] Astuty, Elgia dan Fanida, Eva H. (2013). AKUNBILITAS PEMERINTAH

[11]

DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBDES) DALAM UPAYA
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAAN MASYARAKAT (STUDI PADA ALOKASI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2011 DI DESA SARENG
KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN). Jurnal Binis
Universitas Negeri Surabaya.

Mardiasmo. (2010). AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKogyakarta: Andi

Offset

[12] Arikunto, S. (2002)Prosedur Penelitian Suatu Praktek. Yogyakarta: Rineka

Cipta.

31



LAMPIRAN



Lampiran 1: Organisas Penelitian

1. Ketua Penditian

[en

A. ldentitasDiri
1 | Nama Lengkap (dengan ge Nurul Mahmudah, SE, M.Si, Ak, C
2 | Jenis Kelami Perempuan (I
3 | Jabatan Fungsior Asisten Ahl
4 | NIPY 09.015.24
5 | NIDN 062906890
6 | Tempat dan Tanggal La Lakbok, 29 Juni 19¢
7 | E-mail Nurulmahmudah1989@gmail.ct
8 | Nomor Telepon / H 08135653138
JI. Mataram No0.9 Margadana — Kabupa
9 | Alamat Kanto Brebe:
1C | Nomor Telepon / Faks kan 028:-35200(
11 | Lulusan yang Telah Dihasilk : -
1. Pengantar Akuntansi
12 | Mata Kuliah yang Diamg. 2. PraktikumPengantar Akuntar
B. Riwayat Pendidikan
S2
Nama Perguruan Unlversnas_ : .
Tinggi Muhammadiyah Unlv_ersnas Jendral
Purwokertt Soedirman Purwoker
Bidang limu Ekonomi Akuntan: Akuntansi Keuangan Syari
Tahun Masuk-Lulus | 2007-2011 2012-201¢

C. Pengalaman Pendlitian dalam 5 Tahun Terakhir
No. Tahun Judul Penelitian

1 2015 Analisis CAR, FDR, NPF, dan DPK terhadapgKat
Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia ta0d 1-201:

2 2016 Analisis Kebijakan Aset Tetap Sebelum dasu8ah Penerapan
PP Nomor 71 Tahun 2010 Khususnya PSAP No. 7 Paua#sDi
Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dbRbkn
Perikanan Pantai Tegalsari Kabupaten Br

3 2017 Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi WagRepublik
Indonesia (KPRI) Handayani Kabupaten Pemalang &@e2011-
201¢




No.

Tahun

Judul Penelitian

2017

Sistem Akuntansi Penggajian Dosen PadaeRoik Harapan
Bersam

2017

Penerapan Akuntansi dan Kesesuaiannya DS&arETAP

Pada UKM Kabupaten Brek

2017

Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi AkBtaldi Kasus Di

Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kardinah Kabupaten

Brebe:

2018

Penerapan Standar Akuntansi Entitas MikmlKlan Menengah

(SAK EMKM) Dalam Menyusun Laporan Keuant

2018

Lingkungan Kerja, Kedisiplinan, Motivasi daiklat Dalam
Upaya Meningkatkan Produktivitas Kerja Dosen Phiitle
Harapan Bersama Tei

2018

Analisis Faktor — Faktor Yang Mempengaruma¥lLulusan
Teknisi Akuntansi Untuk Bekerja di Bidang Perpaja

10

2019

Analisis Pengaruh Penggunaan Internet diephilinat Belajar
Mahasiswa Program Studi Di Akuntansi (Studi Kagtditeknik
Harapan Bersam

11

2019

Analisis Pelaporan Pajak Pertambahan (fiRah) Dengan
Aplikasi E-Faktur pada PT Ramadhan Caturkarsa Layorda

12

2019

Analisis Potensi Destination Brand Expeseldabupaten Brebes
Pada Intensi Rekomendasi Dan Intensi Kunjungan kdéimb
Dengan Kepuasan Sebagai Variabel Me

13

2019

Potensi Kepatuhan Wajib Pajak UKM Pascalizdran Tarif
Pajak Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 (8&aglis Pada
UKM Di Kabupaten Brebe

Anggota Pendlitian 1

Nama
NIPY
NIDN

Jabatan Fungsional

Jabatan Struktural
Bidang lImu

Unit Kerja

: Yusri Anis Faedah, SE, M.Si
:09.015.242
: 0618049002
. Asisten Ahli
: Sekretaris Prodi sarjana éerdkuntansi sektor publik
: Akuntansi
: Prodi sarjana terapan Akuntansi seRublik.

Pengalaman Penelitian

No.

Tahun

Judul Penelitian

2019

Pengaruh Akreditasi Prodi, Motivasi, FaailiPendidikan Dan
Reputasi Pendidik Terhadap Keputusan Mahasiswai

34



No.

Tahun

Judul Penelitian

Memilih Program Studi Sarjana Terapan Akuntansit@eRublik
Pada Politeknik Harapan Bersama Tegal

(Studi Empiris Pada Mahasiswa Program Studi Sarj@mapan
Akuntansi Sektor Publik Dioliteknik Harapan Bersam.

2020

Model Laporan Keuangan Sederhana Dengandweagan
Aplikasi Android “Akuntansi Ukm”Pada Ukm Di Kabueat
Brebe:

Anggota Penelitian 2

Nama
NIPY
NIDN

Jabatan Fungsional

Jabatan Struktural
Bidang limu

Unit Kerja

: Laelatul Maghfiroh

: Mahasiswa
: Akuntansi
: Prodi sarjana terapan Akuntansi segublik.

Pengalaman Penelitian -
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Lampiran 2: Organisas Penelitian Tim Peneliti Dan Pembagian Tugas

No.

Nama

Jabatan

Tugas

Nurul Mahmudah, SE, M.Si, Ak, CA Ketua Peneliti =

Mengkoordinasikan
proses pengambilan data
pengumpulan data,
analisis data, penyusunal
interpretasi data, dan
penyusunan laporan
penelitian.
Mengkoordinasikan
persiapan instrumen
penelitian dan
perlengkapan penelitian.
Mengkoordinasi
penyusunan laporan akh
penelitian, publikasi hasil
penelitian dalam seminat
nasional/prosiding.
Bertanggung jawab
terhadap hasil pelaporan
penelitian mulai dari
laporan harian, laporan
kemajuan, laporan akhir
dan penggunaan anggar
penelitian.

Yusri Anis Faedah, SE, M.Si

Anggota Peneliti| =

Membantu ketua dalam
proses pengambilan data
pengumpulan data,
analisis data, penyusuna
interprestasi data dan
penyusunan laporan
penelitian.

Membantu ketua dalam

=

persiapan instrumen
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penelitian , perlengkapan
penelitian dan instrumen
penunjang.

Membantu ketua dalam
penyusunan laporan akh
penelitian, publikasi hasil
penelitian dalam seminat
nasional/prosiding.

Turut bertanggung jawab
terhadap hasil pelaporan
penelitian.

=

Laelatul Maghfiroh

Anggota Peneliti 2

D

Membantu ketua dalam
proses pengambilan data
pengumpulan data,
analisis data, penyusuna
interprestasi data dan
penyusunan laporan
penelitian.

Membantu ketua dalam
persiapan instrumen
penelitian , perlengkapan
penelitian dan instrumen
penunjang.

Membantu ketua dalam
penyusunan laporan akh
penelitian, publikasi hasil
penelitian dalam seminat
nasional/prosiding.

Turut bertanggung jawab
terhadap hasil pelaporan
penelitian.

=
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Lampiran 3: Peta Lokasi Desa Banjaranyar

m

—:._‘__

KANTON KEFALA DESA - .
; BANJARANYAR g
BHEBEE -
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Lampiran 4. Realisasi Anggaran

Honorarium
No. | Materia Total BHF
1 | Analis Data Rp700.00
2 | Olah data kuesion Rp500.00
Sub Total Rp1.100.000
Bahan Habis Paki
No Material Justifikasi | Kuantitas Harga Total BHP
Pemakaial Satual
1 Kertas HV< Pelaksanas 2rm Rp25.25( Rp50.£00
2 Ballpoint Pelaksanas 4 lusin Rp 10.70 Rp4:.00C
5 Makan sian Pelaksanas 2C hari Rp35.00! Rp 7(0.00(
6 Snacl Pelaksanas 2C hari Rp. 1.00C Rp14(.00C
Sub total Rp933.500
Analisis Date
No. Keterangan Justifikasi | Kuantitas Harga Total BHP
Pemakaia Satual
1 Transport Pengambilan 2 hari Rp200.000 Rp400.000
kuesione
Sub total Rp400.000
Seminar, Penggandaaan Laporan datr-lain
No. Keterangan Justifikasi | Kuantitas Harga Total BHP
Pemakaia Satual
1 | Penggandaaan Proposal dan 3 exp Rp25.000 Rp75.000
Proposal dan Laporan
Laporan
2 | Jilid Proposal dan Proposal dan 3exp Rp25.000 Rp75.000
Laporar Laporan
3 | Biaya Seminar Lain-lain 1 Rp345.000 Rp345.000
Hasil
Sub total Rp345.000
Publikasi Hasil Lapora
No. Keterangan Justifikasi | Kuantitas Harga Total BHP
Pemakaia Satual
1 Publikasi Jurna | Submit jurnal 1 Rp450.00 Rp450.00
Sub total Rp450.000
Total Anggaran Rp3.228.500
Tegal, Agustus 2021

Mengetahui,
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Ketua P3M Ketua Peneliti

Kusnadi, M.Pd Nurul Mahmudah, M.Si, Ak, CA
NIPY.04.015.217 NIPY.09.015.243

Lampiran 4: Dokumentasi Banner, Prasasti dan papan nama kegiatan

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
KECAMATAN BREBES

DESA BANJARANYAR

~ JI. Abdul Muis No,10 Telp, (0283) 673303 Kode Pos 5221

KEGIATAN ALOKASI DANA DESA
PEKERJAAN : REHABILITASI BALAI DESA

LOKASI : BALATI DESA BANJARANYAR

VOLUME :1 LOKAL

NILAT : Rp. 69.562.500,-

PELAKSANA : TPK ADD BANJARANYAR

SUMBER DANA : APBN ALOKASI DANA DESA TA. 2021

KEPALA DES B JARANYAR
4\ BANJARANYAR g

. Membangun un. ZarPIN

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
KECAMATAN BREBES

DESA BANJARANYAR

J1. Abdul Muis No. 10 Telp, (0283) 673303 Kode Pos 52216

PAPAN INFORMAS! KEGIATAN ALOKASI DANA DESA

Pekerjaan : Rehabilitasi Balai Desa
Lokasi : Balai Desa Banjaranyar
Volume 1 Lokal

Nilai : Rp. 69.478.500
Pelaksana : TPKADD Banjaranyar

Waktu Pelaksanaan:  Hari

Pekerjoan Ini Dilaksanakan Melalui Pembiayaan Yang Bersumber Dari APBN

Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021
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Lampiran 5: Profil Desa
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Lampiran 6: Laporan APBDesa Tahun 2020







